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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007
tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur
jumlah hari kerja dan besaran uang makan yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil;

bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan pemberian uang
makan di Kabupaten Bandung perlu menetapkan prosedur dan tata cara
permintaan serta pembayaran uang makan dimaksud dengan Peraturan
Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Prosedur dan Tata Cara
Permintaan serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian
Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2007
tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang
Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004
Nomor 29 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

Keputusan Bupati Bandung Nomor 915/Kep.318-Pemb/2010 tentang
Standar Satuan Harga Barang/Jasa (Upah/Bahan) Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun 2011.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA

PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
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2.

10.
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Daerah adalah Kabupaten Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan tarif dan dihitung secara
harian untuk keperluan makan Pegawai.

Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai sebagai bukti
bahwa Pegawai tersebut hadir pada hari kerja.

Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan
ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuata Komitmen dan Bendahara
Pengeluaran yang memuat nama pegawai, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama
satu bulan, uang makan, jumlah kotor dan Potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima
pegawai.

Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran
untuk pembayaran uang makan Pegawai telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan
untuk mengembalikan kepada Negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen vyang
dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan
disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang
ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM
berkenaan.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
mencairkan dana yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang
diterbitkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) selaku Kuasa Bendahara
Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
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BAB 11

KETENTUAN DAN PEMBAYARAN
UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan Uang
Makan.

Uang Makan diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam satu bulan.

Pasal 3

Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarannya berdasarkan
Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Uang Makan diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 4

Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

1.

2
3.
4

tidak hadir kerja;
sedang menjalani cuti;
sedang menjalani tugas belajar;

sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja.

Pasal 5

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi diluar satuan kerja
induknya, uang makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut
diperbantukan atau dipekerjakan.
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BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai
Negeri Sipil.

Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan
berikutnya.

Khusus untuk Uang Makan Pegawai Negeri Sipil bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan
berkenaan.
Pasal 7

Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diberikan dalam batas pagu
anggaran yang tersedia Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja berkenaan.

Apabila pagu anggaran untuk Uang Makan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak disediakan/tidak
cukup tersedia pada DPA, Satuan Kerja dapat mengusulkan dalam perubahan APBD.
4



(3) Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan Mekanisme LS
atau UPGU.

(4) Permintaan Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dapat diajukan untuk beberapa
bulan sekaligus.

(5) Pembayaran Uang Makan dapat ditujukan ke rekening Bendahara.

Pasal 8
Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang
dihitung dari jumlah Uang Makan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak.
2. Pegawai Negeri Sipil Golongan III ke atas dikenakan pajak sebesar 5%.
3. Pegawai Negeri Sipil Golongan 1V ke atas dikenakan pajak sebesar 15%.

Pasal 9
Pembayaran Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Makan dilengkapi
dengan:
a. Daftar Perhitungan Uang Makan;
b. Daftar Hadir Kerja;
C. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
d. SSP PPh Pasal 21.

Pasal 10

SPM Uang Makan diajukan ke DPPK untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :
1. Daftar Perhitungan Uang Makan;

2. Surat Pernytaan Tanggung Jawab Mutlak;

3. SSP PPh Pasal 21.

BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2009
tentang Prosedur Dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 6), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 14 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
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SOFIAN NATAPRAWIRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
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PEMBINA Tk. I
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Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI BANDUNG
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DADANG M. NASER



